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PUTUSAN
Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Kjn

(e ~7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di RT 019 RW 007 Desa
Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten
Pakalongan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dukuh Kejamas RT 003 RW 003 Desa Banjarsatri
Kecamatan Talun Kabupaten Pakalongan, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret

2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register
nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
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sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0025/25/1/2018 tertanggal 15 Januari 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di
rumah orang tua Termohon di Desa Banjarsari Kecamatan Talun selama 1
minggu;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri
yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum
dikaruniai orang anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun, namun sejak tanggal 22 Januari 2018 Pemohon dengan
Termohon mulai kurang harmonis yang penyebabnya karena Termohon
mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah
tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang
selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami-istri lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi
Hukum Islam pasal 116;
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10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:;

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan

talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Kajen;

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:;
Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya tanpa alasan
yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak
bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan
surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Nomor 0025/25/1/2018
tanggal 15 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai

dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. XXXX, umur 61 tahun, agama lIslam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat
tinggal di RT 04 RW. 02, Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

® Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

® Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;

® Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang menikah sekitar tahun 2018;

® Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon selama 1 minggu;

® Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;

® Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun, namun kemudian pisah, karena Pemohon diusir oleh
Termohon;

® Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar ketika Pemohon dan
Termohon bertengkar;

® Bahwa menurut Pemohon karena orang tua Termohon khawatir
Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon;

® Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sampai dengan sekarang selama 2 tahun lebih;

® Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah
Pemohon;

® Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

® Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon,
karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
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Dukuh Kejamas, RT 03, RW. 03, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
® Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
® Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
® Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang menikah sekitar tahun 2018;
® Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon selama 1 minggu;
® Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
® Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun, namun kemudian pisah, karena Pemohon diusir oleh
Termohon;
® Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar ketika Pemohon dan
Termohon bertengkar;
® Bahwa menurut Pemohon karena orang tua Termohon khawatir
Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon;
® Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sampai dengan sekarang selama 2 tahun lebih;
® Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah
Pemohon;
® Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
® Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon,

karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan
bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan
mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada
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berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan
sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil/lkuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilakukan karena
Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi
izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Kajen dengan alasan sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dan
Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus disebabkan Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas.
Kemudian sejak Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan
sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula antara
Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana
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layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai
pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman

55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Va7l P = ;31-‘3

-
]
S

a L asiil e A sal
- e A il

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau
tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh
diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah
diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah nomor 0025/25/1/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang merupakan akta
otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), terbukti bahwa Pemohon dengan
Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya
disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan
pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan
lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171
dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama

XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal
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di RT 04 RW. 02, Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
dan XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di Dukuh Kejamas, RT 03, RW. 03, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan telah menerangkan di muka sidang yang pada
pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan
bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah
menemukan fakta sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 15 Januari 2018 dan belum dikaruniai anak ;

2. bahwa sejak Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal disebabkan Pemohon atau Termohon pergi dari tempat kediaman
bersama tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas serta sampai dengan
sekarang selama kurang lebih 2 tahun tidak pernah kembali dan selama itu
pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri;

3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinan
dengan Termohon dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut,
Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum
ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-Undangan
maupun tinjauan maqashid al-syari’ah (filsafat hukum Islam) sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon
tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syariat
Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam
al-Qur’an surat al-Rum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yang
seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istri
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yang taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan
keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh dan berguna bagi agama
maupun negara;

Menimbang, bahwa selain itu menurut syariat Islam perkawinan adalah
janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-
Qur'an surat al-Nisa’ ayat 20 sebagai “mitsaqan ghalidha”, oleh karena itu
suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga
keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin
di samping ikatan lahir, merupakan unsur paling esensi. Unsur itulah yang
melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi,
maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi.
Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin akan terwujud jika
ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi
masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan
pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan
tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi
pada haikatnya perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah ditemukan fakta
tentang Pemohon atau Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau
Termohon sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama 2 tahun 2
bulan tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi layaknya
suami istri yang harmonis, membuktikan kejadian yang sebenarnya bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin,
sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri patut diduga rumah
tangga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 sebagaimana disebutkan di

atas;
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Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon atau Termohon telah
pergi meninggalkan Pemohon atau Termohon selama 2 tahun 2 bulan secara
berturut-turut dan tidak pernah pulang serta tidak pernah berkomunikasi
layaknya suami istri yang harmonis, Majelis Hakim berpendapat meskipun
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan
prinsip mempersulit perceraian dan dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW
dalam Kitab Subulul al-Salam juz Il halaman 205 menyatakan :

GO A we IV e
yang artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah
talak”, in casu bagi Pemohon, mempertahankan perkawinan yang demikian
adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan
penderitaaan batin, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara
Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik
dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar lagi
(al-tafriq li al-dlarar) yang akan menimpa Pemohon dan Termohon atau salah
satu dari keduanya berupa penderitaan yang terus berkepanjangan dan juga
memberi kepastian hukum, hal mana sejalan dengan kaidah fighiyah yang
berbunyi:
Flall e e pude walill s

yang artinya : ” Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
di atas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai
cukup alasan dan terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak
meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pula ternyata
permohonan Pemohon tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan
Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
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(ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;
Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31
Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Sya ban 1441 Hijriyah oleh
kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani‘ah dan Drs.
H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,
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Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000 ,-
Biaya Proses . Rp 75.000 ,-
Biaya Pemanggilan : Rp 350.000 ,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000 ,-
Biaya Materai . Rp 6.000 ,-
Biaya PNBP panggilan . Rp

Jumlah : Rp 491.000 ,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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